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Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warganegara setelah
Perubahan UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut disajikan
bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah
Amandemen tersebut.
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Ketentuan mengenai hak warga negara
di bidang pendidikan semula diatur
dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI 1945.
Setelah perubahan UUD NRI 1945,
ketentuannya tetap diatur dalam Pasal
31 Ayat (1) UUD NRI 1945, namun
dengan perubahan. Perhatikanlah
rumusan naskah asli dan rumusan
perubahannya berikut ini. Rumusan
naskah asli:

Pasal 31, (1) Tiap-tiap warga negara
berhak mendapatkan pengajaran.

Rumusan perubahan Pasal 31, (1)
Setiap warga negara berhak
mendapatkan pendidikan.
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Perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan
dimaksudkan untuk memperluas hak warga negara
karena pengertian pengajaran lebih sempit
dibandingkan dengan pengertian pendidikan.
Pendidikan adalah proses menanamkan nilai-nilai,
sedangkan pengajaran adalah proses mengalihkan
pengetahuan. Nilai-nilai yang ditanamkan kepada
peserta didik lebih dari sekedar pengetahuan. Aspek
lainnya meliputi keterampilan, nilai dan sikap. Di
samping itu, proses pendidikan juga dapat
berlangsung di tiga lingkungan pendidikan, yaitu di
keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedang
pengajaran konotasinya hanya berlangsung di
sekolah (bahkan di kelas). Dengan demikian,
perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan
berakibat menjadi semakin luasnya hak warga
negara.
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Perubahan UUD NRI Tahun 1945
juga memasukkan ketentuan
barutentang upaya pemerintah
dalam memajukan ilmu pengetahuan
dan teknologi. Rumusannya terdapat
dalam Pasal 31 Ayat (5) UUD NRI
Tahun 1945:

“Pemerintah memajukan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai agama
dan persatuan bangsa untuk
kemajuan peradaban serta
kesejahteraan umat manusia”.
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Adanya rumusan tersebut dimaksudkan
agar pemerintah berupaya memajukan
ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)
dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai
agama dan memperkukuh persatuan
bangsa. Pencapaian bangsa di bidang
iptek adalah akibat dihayatinya nilai-nilai
ilmiah. Namun, nilai-nilai ilmiah yang
dihasilkan tetap harus menjunjung tinggi
nilai-nilai agama dan memperkukuh
persatuan bangsa.
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• Hal lain yang perlu mendapat perhatian
adalah budaya harus bersiap
menyambut perkembangan dan
kemajuan iptek. Oleh karena budaya
bangsa kita sebagian besar masih
berdasarkan budaya etnik tradisional,
sedangkan iptek berasal dari
perkembangan budaya asing yang lebih
maju, maka apabila pertumbuhan
budaya bangsa kita tidak disiapkan akan
dapat terjadi apa yang disebut
kesenjangan budaya (cultural lag), yakni
keadaan kehidupan bangsa Indonesia
yang bergumul dengan budaya baru
yang tidak dipahaminya.
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Semula ketentuan mengenai kebudayaan diatur
dalam Pasal 32 UUD NRI 1945 tanpa ayat.
Setelah perubahan UUD NRI 1945 ketentuan
tersebut masih diatur dalam Pasal 32 UUD NRI
1945 namun dengan dua ayat. Perhatikanlah
perubahannya berikut ini.

Rumusan naskah asli: Pasal 32: “Pemerintah
memajukan kebudayaan nasional Indonesia”.
Rumusan perubahan: Pasal 32, (1) “Negara
memajukan kebudayaan nasional Indonesia di
tengah peradaban dunia dengan menjamin
kebebasan masyarakat dalam memelihara dan
mengembangkan nilai-nilai budayanya”. (2)
“Negara menghormati dan memelihara bahasa
daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.



Sebelum diubah, ketentuan ini diatur
dalam Bab XIV dengan judul
Kesejahteraan Sosial dan terdiri atas 2
pasal, yaitu Pasal 33 dengan 3 ayat dan
Pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan
UUD NRI 1945, judul bab menjadi
Perekonomian Nasional dan
kesejahteraan Sosial, terdiri atas dua
pasal, yaitu Pasal 33 dengan 5 ayat dan
Pasal 34 dengan 4 ayat.
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• Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI 1945:
menegaskan asas kekeluargaan;

• Pasal 33 Ayat (2) UUD NRI 1945:
menegaskan bahwa cabangcabang
produksi yang penting bagi negara dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak
harus dikuasai negara;

• Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945:
menegaskan bahwa bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya harus dikuasai negara.
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Adapun ketentuan baru yang 
tercantum dalam Pasal 33 

Ayat (4) UUD NRI 1945 
menegaskan tentang prinsip-

prinsip perekonomian 
nasional yang perlu 
dicantumkan guna 

melengkapi ketentuan dalam 
Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3) 

UUD NRI 1945.
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Sebelum diubah Pasal 34 UUD NRI 1945
ditetapkan tanpa ayat. Setelah dilakukan
perubahan UUD NRI 1945 maka Pasal 34
memiliki 4 ayat. Perubahan ini didasarkan
pada kebutuhan meningkatkan jaminan
konstitusional yang mengatur kewajiban
negara di bidang kesejahteraan sosial.
Adapun ketentuan mengenai kesejahteraan
sosial yang jauh lebih lengkap dibandingkan
dengan sebelumnya merupakan bagian dari
upaya mewujudkan Indonesia sebagai
negara kesejahteraan (welfare state),
sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaannya.



Semula ketentuan tentang pertahanan
negara menggunakan konsep
pembelaan terhadap negara [Pasal 30
Ayat (1) UUD NRI 1945. Namun setelah
perubahan UUD NRI 1945 konsep
pembelaan negara dipindahkan
menjadi Pasal 27 Ayat (3) dengan
sedikit perubahan redaksional.
Setelah perubahan UUD NRI Tahun
1945, ketentuan mengenai hak dan
kewajiban dalam usaha pertahanan
dan keamanan negara [Pasal 30 Ayat
(1) UUD NRI 1945] merupakan
penerapan dari ketentuan Pasal 27
Ayat (3) UUD NRI 1945.



Pasal 30 Ayat (2) UUD NRI 1945
menegaskan sebagai berikut:
“Usaha pertahanan dan keamanan
negara dilaksanakan melalui sistem
pertahanan dan keamanan rakyat
semesta oleh Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, sebagai
komponen utama, dan rakyat,
sebagai kekuatan pendukung”.
Dipilihnya sistem pertahanan dan
keamanan rakyat semesta
(Sishankamrata) dilatarbelakangi
oleh pengalaman sejarah bangsa
Indonesia sendiri.



Revolusi kemerdekaan tahun 1945 
dan perjuangan mempertahankan 
kemerdekaan yang terletak pada 
bersatupadunya kekuatan rakyat, 
kekuatan militer, dan kepolisian. 
Dalam perkembangannya 
kemudian, bersatupadunya 
kekuatan itu dirumuskan dalam 
sebuah sistem pertahanan dan
keamanan negara yang disebut 
sistem pertahanan dan keamanan 
rakyat semesta.



Kedudukan rakyat dan TNI serta
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia (Polri) dalam usaha 
pertahanan dan keamanan negara 
makin dikukuhkan. Dalam hal ini 
kedudukan rakyat adalah sebagai 
kekuatan pendukung, sedang TNI dan 
Polri sebagai kekuatan utama. Sistem 
ini menjadi salah satu ciri khas 
sistem pertahanan dan keamanan
Indonesia yang bersifat semesta, 
yang melibatkan seluruh potensi 
rakyat warga negara, wilayah, sumber 
daya nasional, secara aktif, terpadu, 
terarah, dan berkelanjutan.



Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca
Amandemen UUD NRI 1945 mengalami dinamika
yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak-hak
dasar warganegara yang diatur dalam UUD NRI 1945
hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
dan 34, setelah Amandemen keempat UUD NRI
1945aturan dasar mengenai hal tersebut diatur
tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia (HAM) .
Di samping mengatur perihal hak asasi manusia,
diatur juga ihwal kewajiban asasi manusia.
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1. Agama

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. 
Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa 
telah ada semenjak zaman prasejarah, sebelum datangnya 
pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita. Karena itu 
dalam perkembangannya, bangsa kita mudah menerima 
penyebaran agama-agama besar itu. Rakyat bangsa kita 
menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang 
diyakininya. Undang Undang Dasar merupakan dokumen 
hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat 
Indonesia. Dalam hal ini cita-cita bersama untuk 
mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan bagian 
yang diatur dalam UUD. Ketentuan mengenai agama diatur 
dalam UUD NRI 1945 Pasal 29.
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Susunan dasar negara kita yaitu Pancasila 
bersifat hierarkis piramidal. Artinya, urut-urutan 
lima sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian 
tingkat dalam luasnya dan isi dalam sifatnya yang 
merupakan pengkhususan dari sila-sila di 
mukanya. Jadi, di antara lima sila Pancasila ada 
hubungan yang mengikat satu dengan yang 
lainnya, sehingga Pancasila merupakan suatu 
keseluruhan yang bulat. Kesatuan sila-sila 
Pancasila yang memiliki susunan hierarkis 
piramidal itu harus dimaknai bahwa sila 
Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar
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2. Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain 
saling berkorelasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk 
upaya pembudayaan. Melalui proses, pendidikan kebudayaan bukan 
saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan 
dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. 
Penjelasan tentang tujuan pendidikan nasional dapat kita temukan 
dalam Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI 1945. Cari dan bacalah pasal tersebut . 
Rumusan pasal ini mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup 
bangsa yang religius. Maknanya adalah bahwa untuk mencapai tujuan 
pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, harus  
dilakukan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak 
mulia.



TERIMA KASIH
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